BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

a.

BUPATI GRESIK,

bahwa berdasarkan Keputusan Gubenur Jawa Timur
tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 171.437/459/011/2014
tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti
2014 - 2019, telah dilantik Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakti 2014- 2019;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja  Penunjang  Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,
perlu diatur besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik secara
lengkap dan terinci sesuai dengan pos-pos pembiayaan dan
penggunaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Gresik tentang Tunjangan Komunikasi Intensif



Mengingat

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti
2014 - 2019;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana diubah keduakalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran Dan  Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional,

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004
Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah keduakalinya
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012

Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014 - 2019.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Gresik.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.

o

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gresik.

. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gresik

. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang

diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap
bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
pimpinan dan Anggota DPRD.

Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang
disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-

hari.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD didasarkan atas pertimbangan tingkat
kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan
asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung
kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sehari-

hari.



(2) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penggunaannya dan pertanggungjawaban berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BESARAN DAN JENIS TUNJANGAN/BELANJA

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :

1. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi
Ketua DPRD yaitu sebesar
3 x Rp2.100.000,- = Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus
ribu rupiah).

2. Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD
terinci sebagai berikut :

a. Belanja Penunjang Operasional (BPO) Ketua DPRD
diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi
Ketua DPRD yaitu sebesar
6 x Rp2.100.000,- = Rp12.600.000,- (duabelas juta
enam ratus ribu rupiah)

b. Belanja Penunjang Operasional (BPO) Wakil Ketua
DPRD sebanyak 4 (empat) kali uang representasi
Ketua DPRD yaitu sebesar
4 x Rp1.680.000.- = Rp6.720.000,- (enam juta tujuh

ratus duapuluh ribu rupiah)

BAB IV
PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dipergunakan

untuk :



a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai
informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat,
melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
kepada seluruh Anggota DPRD.

b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan
transportasi.

c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara
kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah,
pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan
konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan
daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD
dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok

masyarakat yang sifatnya insidentil.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib
menandatangani pakta integritas yang menjelaskan
penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan
laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi
dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD.

(3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat kegiatan, tujuan, penerima
(masyarakat/Kelompok masyarakat) dan  waktu
penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan
DPRD.

(4) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya
dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang
sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

(5) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling

lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.



. BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Gresik Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tunjangan Komunikasi
Intensif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007
Masa Bhakti 2004 — 2009 (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2012 Nomor : 1331 Seri G) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI GRESIK,
Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014 NOMOR 753



Pasal

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dipergunakan untuk:

d.

representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan
yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
kepada seluruh Anggota DPRD.

Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.

kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara
peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan
konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh
masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada
masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya incidental

Pasal

(6) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan

penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.



(7) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan
rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.

(8) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima
(masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang
ditandatangani Pimpinan DPRD.

(9) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang
penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

(20) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB IV
PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4
(1) Permintaan pencairan dana Tunjangan Komunikasi
Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan
setiap bulan.
(2) Permintaan pencairan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk bulan berkenaan dilakukan
setelah mempertanggungjawabkan penggunaan dana

yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.



